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PENETAPAN
Nomor 44/Pdt.P/2023/PA.Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BARABAI

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang
Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan

Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Kaspul bin Muhammad Rasid, NIK 6307091809720001, tempat dan tanggal
lahir Alat, 18 September 1972, agama Islam, pekerjaan
Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Alat,
RT 005, RW 002, Kecamatan Hantakan, Kabupaten

Hulu Sungai Tengah, sebagai Pemohon I;

Rahimah binti Rahmad, NIK 6307095005900001, tempat dan tanggal lahir
Alat, 05 Mei 1980, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Alat,
RT 005, RW 002, Kecamatan Hantakan, Kabupaten
Hulu Sungai Tengah, sebagai Pemohon Il;

Selanjutnya Pemohon | bersama dengan Pemohon Il disebut para Pemohon;
Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya
tertanggal 02 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Barabai pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor
44/Pdt.P/2023/PA.Brb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
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1. Bahwa Pemohon | telah menikah dengan Pemohon Il di Desa Alat
Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 30 Mei
2012, dengan wali nikah yakni saudara kandung Pemohon Il yang bernama
Saidulrami dan diwakili penghulu yang bernama Syaifulah Rahman, serta
dihadiri 2 orang saksi 1. Rahmadi dan 2. Faqgih Zarzani, serta keluarga
Pemohon | dan Pemohon Il dengan mahar Rp10.000,00 (sepuluh ribu
rupiah);
2. Bahwa status Pemohon | pada saat menikah adalah jejaka dan
Pemohon Il berstatus janda cerai resmi;
3. Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada pertalian nasab,
pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan, dan tidak ada larangan
untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut antara Pemohon | dan
Pemohon Il tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama (murtad);
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon | dan
Pemohon Il sudah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama:
5.1.Rahimatun Azzahra binti Kaspul lahir di Hulu Sungai Tengah pada
tanggal 28 Maret 2016, yang sekarang berumur 6 tahun;
5.2.Muhammad Nafis Firdaus bin Kaspul lahir di Hulu Sungai Tengah
pada tanggal 30 Oktober 2019, yang sekarang berumur 3 tahun;
6. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon | dan Pemohon Il tidak pernah
melengkapi persyaratan administrasi yang diminta oleh Kantor urusan
Agama/Pegawai Pencatat Nikah setempat termasuk membayar
administrasi agar bisa didaftarkan dalam register Kantor Urusan Agama
Kecamatan Hantakan, sehingga pernikahan Pemohon | dan Pemohon I
tidak mempunyai bukti autentik pernikahan tersebut, oleh karena itu
Pemohon | dan Pemohon Il bermaksud agar pernikahan tersebut dapat
disahkan oleh Pengadilan Agama Barabai untuk memperoleh bukti autentik
perkawinan Pemohon | dan Pemohon Il;
7. Bahwa tujuan Pemohon | dan Pemohon Il mengajukan permohonan
pengesahan nikah ini untuk mendapatkan Buku Nikah;
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8. Bahwa Pemohon | hanya seorang petani dan Pemohon Il hanya seorang
ibu rumah tangga yang tidak mempunyai penghasilan tetap sehingga tidak
sanggup membayar biaya perkara. Hal ini sesuai dengan Surat Keterangan
Tidak Mampu/Miskin Desa Alat, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu
Sungai Tengah Nomor : 460/27/SKTM/I/ALT/2023, tanggal 4 Januari 2023;
9. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il mohon agar dibebaskan dari seluruh
biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon | dan Pemohon Il mohon
agar Ketua Pengadilan Agama Barabai Cg. Majelis Hakim yang memeriksa dan

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya

berbunyi:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon IlI.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon | (Kaspul bin Muhammad

Rasid) dengan Pemohon Il (Rahimah binti Rahmad) yang terjadi pada
tanggal 30 Mei 2012 di Desa Alat Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu
Sungai Tengah.

3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama
Barabai Kelas IB tahun 2023.

Bahwa atas perintah Majelis Hakim, Jurusita Pengganti telah
mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa
pengumuman selama 14 (empat belas) hari sebelum perkara ini disidangkan,
namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan
ke Pengadilan Agama Barabai sehubungan dengan permohonan Pengesahan
Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para
Pemohon menghadap di persidangan dan menyatakan tetap pada
permohonannya ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon

telah mengajukan bukti tertulis berupa:

A. Surat
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Kaspul, NIK
6307091809720001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan
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Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 07 Februari
2022. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen
kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya
selanjutnya diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rahimah, NIK
6307095005900001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 16 Maret 2016.
Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen kemudian
dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya
diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 246/AC/2012/PA.Brb, yang
dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Barabai tanggal 27 Juni 2012, Alat
bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen kemudian
dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya
diberi tanda P.3;

4, Fotokopi Surat  Keterangan  Tidak  Tercatat  Nomor:
B.36/Kua/17.06.9/PW.01/01/2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan
agama Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 26
Januari 2023. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen
kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya
selanjutnya diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor: 28/SKM/I/ALT/2023,
yang dikeluarkan oleh Pembakal Desa Alat, Kecamatan Hantakan,
Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 04 Januari 2023. Alat bukti
tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen kemudian dicocokkan
dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda
P.5;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan
mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon
adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di
antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat
(3) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk kewenangan absolut
Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon bertempat tinggal di
wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, maka sesuai dengan ketentuan
proses pengajuan, pemeriksaaan dan penyelesaian permohonan lItsbat Nikah
yang diatur dalam Buku Il Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Peradilan
Agama halaman 144, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama
Barabai;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama
Barabai selama 14 (empat belas) hari sebelum perkara ini disidangkan, namun
ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim

menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan
pengesahan nikah adalah karena Para Pemohon telah melakukan pernikahan
menurut agama Islam namun tidak dilaksanakan dalam pengawasan Pegawai
Pencatat Nikah, dan saat ini Para Pemohon telah memiliki anak, sehingga
Para Pemohon mengajukan permohonan ini agar mendapatkan Kutipan Akta

Nikah sebagaimana dalil permohonan Para Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya,
para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P.1, sampai
dengan P.5;
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Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda P.1, sampai
dengan P.4 yang diajukan para Pemohon, yang bermeterai cukup serta telah
dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1)
dan (2) R.Bg. jo. pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea
Materai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah
sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda P.1, P.2, P.3, P.4
dan P.5 merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang
yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdata
dan Putusan Mahkamah Agung Rl No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta
autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (volledig), artinya
hakim terikat (bindende) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan
mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya
dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.1,
dan P.2 maka harus dinyatakan terbukti para Pemohon merupakan warga
Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.3,
maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Il resmi bercerai dengan
suaminya terdahulunya pada tanggal 27 Juni 2012 sehingga pernikahan
Pemohon | dengan Pemohon Il dilaksanakan saat Pemohon Il masih terikat
perkawinan dengan pria lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.4,
maka harus dinyatakan terbukti bahwa perkawinan para Pemohon tidak
dicatatkan di Kantor Urusan Agama Hantakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.5,

maka harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon telah menikah;

Fakta Hukum
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pihak berperkara
yang kemudian dihubungkan dengan hasil dari analisa pembuktian
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sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim menemukan
fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai fakta yuridis sebagai berikut:
- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon | dengan Pemohon Il
secara sirri pada tanggal 30 Mei 2012 di Desa Alat, Kecamatan Hantakan,
Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa saat dilaksanakan pernikahan antara Pemohon | dengan
Pemohon I, Pemohon Il masih terikat hubungan perkawinan dengan pria lain
yang bernama Saipul Alias Syaiful Ghani bin Abdul Sani;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di register akta nikah

Pegawai Pencatat Nikah (KUA) yang berwenang;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum
Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Majelis
Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan yang dilakukan oleh para
Pemohon tidak terdapat hal-hal yang menyebabkan perkawinannya tidak dapat
disahkan baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa saat Pemohon | menikah dengan Pemohon Il pada
tanggal 30 Mei 2012 Pemohon Il masih terikat hubungan perkawinan dengan
pria lain yang bernama Saipul Alias Syaiful Ghani bin Abdul Sani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1
tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum
Islam dalam keadaan seorang wanita yang masih terikat dengan pria lain
dilarang melangsungkan perkawinan lagi dengan orang lain, yang sejiwa

dengan Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 22-24:

S 2L L T g a2
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Artinya: ...dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami,
kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum
itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu... (QS. An-Nisa ayat 24)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat Dr. Yusuf
Qaradhawi, yang menyatakan bahwa wanita bersuami yang masih berada
dalam lindungan suaminya tidak halal menikah dengan orang lain. Supaya halal
menikah dengan laki-laki lain, maka harus terpenuhi dua syarat, yaitu :

1. Telah lepas dari tangan suami, baik karena meninggal dunia maupun
karena talak (bercerai); dan
2. Telah habis iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon | dengan
Pemohon Il adalah pernikahan yang dilarang, sehingga berdasarkan ketentuan
Pasal 2 ayat (1) dan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan jo. Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, pernikahan
Pemohon | dengan Pemohon II dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang
tidak sah;

Menimbang, bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh para
Pemohon telah terbukti sebagai pernikahan yang tidak sah, maka permohonan
para Pemohon patut ditolak;

Menimbang, meskipun pernikahan Pemohon | dan Pemohon I
dinyatakan sebagai pernikahan yang tidak sah dan perkara ini patut ditolak
sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, namun karena larangan
pernikahan yang disebabkan status Pemohon |l pada saat menikah dengan
Pemohon | masih dalam ikatan perkawinan dengan pria lain bukan merupakan
larangan pernikahan yang tetap dan sekiranya antara Pemohon | dan Pemohon
Il tetap berkeinginan untuk hidup bersama karena Pemohon | dan Pemohon Il
telah dikarunia seorang anak, untuk itu demi keberlangsungan kehidupan para
Pemohon ke depan, maka para Pemohon dapat melangsungkan nikah baru
sesuai dengan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
kemudian untuk menjamin kepastian hukum anak para Pemohon, maka para
Pemohon dapat mengajukan permohonan asal-usul anak di Pengadilan;
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Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah
ditolak, maka fakta-fakta hukum selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lebih

jauh;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan karena para
Pemohon termasuk orang yang tidak mampu, maka sesuai dengan ketentuan
Pasal 60 B Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya
perkara biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui
DIPA Pengadilan Agama Barabai.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini.

Amar Penetapan
MENETAPKAN:
1. Menolak permohonan Pemohon | dan Pemohon II;
2. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Barabai
tahun 2023;

Penutup

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Agama Barabai pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 Masehi
bertepatan dengan tanggal 2 Sya’ban 1444 Hijriah oleh oleh Hj. Nurul Hikmah,
S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag. dan Wida
Uliyana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut
diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Siti Nailul
Fauziyah, S.H.l., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota Ketua Majelis,

Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag. Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H.
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Wida Uliyana, S.H.
Panitera Pengganti,

Siti Nailul Fauziyah, S.H.l.

Perincian biaya:

- Pendaftaran :Rp 0,00
- Proses ‘Rp 0,00
- Panggilan ‘Rp 0,00
- PNBP 'Rp 0,00
- Redaksi ‘Rp 0,00

- Meterai :Rp 0,00
Jumlah 'Rp 0,00
(nol rupiah).
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